ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah efektivitas organisasi pada Dinas Kabupaten Sumedang rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh Implementasi kebiajkan otonomi daerah dan  kompetensi Pejabat Struktural  belum dilaksanakan secara optimal, tepat, cepat  dan akurat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan explanatory research, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data yang  pokok didukung obesrvasi, wawancara dan studiliteratur. Selain itu juga bahwa maksud penelitian dengan explanatory research  adalah  “menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis”. 
[bookmark: _GoBack]Hasil penelitian mengungkap bahwa Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural secara empiris telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa Implementasi  kebijakan  otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural yang berjalan dan  dilaksanakan belum berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.
Secara total, Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Mengenai perbandingan besaran pengaruh, Implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap efektivitas organisasi dan kompetensi pejabat struktural terhadap efektivitas organisasi menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi pejabat struktural lebih besar dibandingkan dengan Implementasi kebijakan otonomi daerah.
Pengaruh dimensi-dimensi kompetensi pejabat struktural secara simultan terhadap Efektivitas organisasi adalah 37,6% dan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sebesar 31,1%. Sedangkan pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah terhadap efektivitas organisasi mencapai sebesar 55,8%.
Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh impelemtasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain (epsilon) sebesar 33,1%. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi tersebut tidak bisa mengabaikan faktor lain yang tidak diteliti. 
 Pengaruh parsial,  kompetensi pejabat struktural telah memberikan pengaruh  yang  signifikan terhadap efektivitas organisasi,  sebesar 61,3 % Demikian pula,  secara parsial implentasi kebijakan otonomi daerah telah memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi,  sebesar 55,3 %.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan otonomi daerah dan kompetensi pejabat struktural perlu ditingkatkan, disesuaikan dengan karakteristik daerah. Selain itu bahwa faktor lain yang tidak diteliti perlu mendapat perhatian agar efektivitas organisasi  Dinas Kabupaten Sumedang adanya peningkatan yang sustenemble sesuai dengan karakteristik daerahnya.
Kata kunci :Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah,	 Kompetensi Pejabat Struktural, dan Efektivitas Organisasi.
ABSTRACT

TheSubject of this study is the effectiveness of the organization at the Regency Sumedang low. This is thought to be caused by the implementation of regional autonomy and competence kebiajkan Structural Officials have not implemented optimally, precise, rapid and accurate.
This study used survey research methods with explanatory research, ie research that takes a sample of a population and using a questionnaire as a data collection tool that supported basic obesrvasi, interviews and literature studies. In addition, the purpose of the study with explanatory research is "to explain causal relationships between variables through hypothesis testing".
The results revealed that the implementation of regional autonomy and competence structural empirically officials have contributed to organizational effectiveness. This reflects that the implementation of regional autonomy and competence structural officials running and running optimally implemented yet, so the effect on organizational effectiveness.
In total, the implementation of regional autonomy and competence structural officials have a significant influence on the effectiveness of the organization. Regarding the comparison of the amount of influence, implementation of regional autonomy on organizational effectiveness and competence of officials on the effectiveness of structural organization suggests that the effect of structural officials greater competence than the implementation of regional autonomy.
Effect of dimensions of competence structural officials simultaneously on organizational effectiveness is .37,6% and the implementation of regional autonomy is at 31.1%. While the effect of the implementation of regional autonomy to achieve organizational effectiveness by 55.8%.
The study also found that the low performance of the organization is not only determined by impelemtasi regional autonomy and competence structural officials, but also by other factors (epsilon) of 33.1%. Therefore, in order to improve the effectiveness of the organization can not ignore the other factors that were not studied.
 Effect of partial structural competence of officials had a significant influence on the effectiveness of the organization, of 61.3% Similarly, the partial implentasi regional autonomy has a significant influence on the effectiveness of the organization, amounting to 55.3%.
The conclusion of this research is that the implementation of regional autonomy and competence structural officials need to be improved, tailored to regional characteristics. Besides that other factors not studied to its attention that the organizational effectiveness of District Sumedang a corresponding increasesustenembledengankarakteristik area.

Keywords: Implementation of Regional Autonomy, Competence Officials Structural and Organizational Effectiveness.
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